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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kegiatan Forum 

Konsultasi Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan dapat 

terlaksana. Forum Konsultasi Publik ini mengundang para pengguna jasa 

pelabuhan, instansi terkait dan dari akademisi. 

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau 

kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap 

prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga 

merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan 

masyarakat dengan kebijakan pemerintah. 

Harapan   kami,   laporan   ini   dapat   menjadi   bahan   evaluasi   

pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik di PPN Kejawanan. Kami menyadari bahwa 

penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik 

yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang. 

 
 

 
Cirebon, 10 November 2025 

Kepala Pelabuhan, 

 

 
 
 
Yusuf Fathanah 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 

mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat 

dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun 

sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan 

akuntabel. Upaya dalam melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik 

diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri 

merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh 

penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam 

FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan 

kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun 

permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara 

pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. 

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi 

penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan 

dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai 

dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana 

mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk 

melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. 

Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi 

salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan 

mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan 

melalui pengawasan yang dilakukan. 
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Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya 

penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan 

harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan 

merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk 

diselenggarakan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan 

FKP secara berkala dengan melibatkan stakeholder, instansi mitra dan 

juga akademisi. Forum Konsultasi Publik ini dilakukan sebagai wadah 

untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanaan publik Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Kejawanan. 

 
B. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut: 

1. memberikan kesempatan kepada masyarakat (stakeholder) untuk 

memberikan usulan, masukan dan saran terkait dengan layanan yang 

diterima; 

2. memperoleh pemahaman dan solusi atas permasalahan terkait: 

a. Pembahasan rancangan kebijakan; 

b. Penerapan kebijakan; 

c. Dampak dan Evaluasi kebijakan. 

 

Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum, FKP dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara 

layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan 

yang merugikan publik; 

2. Bagi penyelenggara : 

a. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari 

perumusan sampai dampak); 

b. Sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik; 

c. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan 

untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan. 
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3. Bagi Publik: 

a. Ruang partisipasi masyarakat; 

b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan 

atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang 

dilakukan; 

d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan; 

e. penyelenggara layanan; 

f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 
C. Ruang Lingkup 

Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara 

penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas dan 

mengevaluasi Standar Pelayanan yang ada di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan. 
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II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 
 
 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1. Waktu pelaksanaan kegiatan FKP ini adalah pada hari Kamis tanggal 

30 Oktober 2025 dimulai pukul 08.30 WIB sd selesai; 

2. Tempat pelaksanaan FKP ini adalah di Aula Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan  Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon. 

B. Penyelenggara dan Peserta FKP 

1. Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan; 

2. Peserta Forum Konsultasi Publik adalah dari: 

▪ Pangkalan TNI AL (LANAL) Cirebon 

▪ Babinsa 

▪ BP2MHKP Cirebon 

▪ Satwas PSDKP Cirebon 

▪ Dekan FPIK Universitas 17 Agustus  

▪ Yayasan Pancaran Kasih Grage 

▪ Redaksi dialogindonesia.com 

▪ HNSI Kota Cirebon 

▪ Pengguna Layanan 

▪ Pemilik Kapal 

▪ Investor di PPN Kejawanan 

▪ Ketua Tim Kerja Lingkup PPN Kejawanan 

▪ Petugas Pelayanan PPN Kejawanan 
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C. Metode Pelaksanaan FKP 

1. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan bentuk dialog interaktif 

atau diskusi dua arah antara penyelenggara dan para peserta 

perwakilan stakeholder guna mengidentifikasi permasalahan yang 

dihadapi dalam proses pengurusan perizinan atau pelayanan publik 

yang lain; 

2. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam 

berita acara, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan 

komitmen terhadap masyarakat. 

 
D. Susunan Acara FKP 

 

Waktu (WIB) Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 
Ket 

08.30 – 08.45 Registrasi Peserta Panitia 
 

 
 
 

 
08.45 – 09.00 

Pembukaan: 
  

- Pembukaan acara oleh MC MC 
 

- Menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya 

Panitia 
 

- Do’a Panitia 
 

09.00 – 09.15 Sambutan 
Kepala PPN 
Kejawanan 

 

09.15– 10.30 Diskusi Kasubbag Umum 
 

10.30 – 11.00 
Pembacaan dan 
Penandatanganan Berita 
Acara 

Panitia 
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III. HASIL PELAKSANAAN FKP 
 
 

A. Identifikasi Masalah 

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 

Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik 

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 

beberapa pelayanan yang harus menyesuaikan nama pelayanan dan 

produk pelayanannya, seperti : 

a. Pelayanan Pas Harian dan penggunaan halaman wisata bahari 

menjadi Pelayanan Wisata Bahari  

b. Pelayanan Pas menjadi Masuk Harian dan Berlanggan Pelayanan 

Pas Masuk  

c. Pelayanan tambat dan/atau labuh dan Floating repair menjadi 

Pelayanan Tambat dan/atau labuh di Pelabuhan Perikanan 

2. Pada Kegiatan FKP di sampaikan pula hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat Triwuan III Tahun 2025 dengan komponen terendah 

terdapat pada unsur Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana. 

3. Perlunya perbaikan untuk kantor keamanan, adanya mobil kebakaran 

dan ambulance untuk kejadian kegawatdaruratan, penerangan 

dikawasan dermaga ke arah laut minim dikhawatirkan berkembangnya 

tindak kejahatan pencurian, dan perlunya puskesmas dan rumah sakit 

apung untuk menunjang kesehatan nelayan. 

4. Banjir Rob di kawasan pemukiman yang berasal dari saluran drainase. 

 

B. Analisis 

Terhadap indentifikasi masalah tersebut di atas, dapat dianalisa 

sebagai berikut: 

1. Penyesuaian nama dan produk pelayanan yang terdapat di PPN 

Kejawanan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Nama Layanan  Publik  dan  

Produk  Layanan  Publik  di  Lingkungan. 

2. Perlunya penambahan fasilitas sebagai tindaklanjut hasil Survey 

Kepuasan Masyarakat. 
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3. Perlunya adanya koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan terkaitt usulan penyediaan rumah sakit atau puskesmas 

apung bagi nelayan. 

4. Perlunya kegiatan normalisasi saluran drainase untuk menghindari 

banjir akibat rob. 

 

C. Rencana Aksi 

1. Menetapkan  pelayanan dengan membuat Standar Pelayanan dan 

Standar Operasioanla Prosedur. 

2. Menambah fasilitas MCK dan Rumah bilas serta pos kesehatan di 

kawasan Wisata Bahari Kejawanan. 

3. Menambah fasilitas penerangan dan menyampaikan surat kepada 

Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait usulan penyediaan rumah 

sakit atau puskesmas apung bagi nelayan. 

4. Melaksanakan kerja bakti dan pengerukan saluran drainase. 
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IV. PENUTUP 

 

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini, Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Kejawanan berkomitmen untuk : 

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP; 

2. Hasil rekomendasi dan rencana aksi yang diperoleh dalam FKP ini akan 

dijadikan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan pelayanan yang lebih 

baik. 



 

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani  

 



 

 



 

 



 

 

 



 

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir 

 



 

 

 

 



 

LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan 

 



 

 



 

 

 



 

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan 

   

   

   

 

 

 

 



 

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya 

 



 

 



 

 
 


